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PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun
penelitian lapangan, serta analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan,
berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan
dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana
pemerkosaan dalam sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Sleman
dilakukan dalam hal pemeriksaan dan penyampaian tuntutan jaksa
dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum kecuali pada saat
pembacaan putusan, sidangnya dilakukan secara terbuka dan korban harus
didampingi oleh orang tua/keluarga, penasihat hukum atau dari pihak
kepolisian. Dalam persidangan biasanya korban pemerkosaan juga akan
didampingi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang akan
selalu memantau perkembangan si korban, jika korban memerlukan rumah
aman, LPSK menyiapkan jika korban memerlukan psikiater akan
disiapkan. Dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman juga sudah
memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana
pemerkosaan yaitu dengan menjatuhkan pidana yang berat kepada pelaku

tindak pidana pemerkosaan.
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2. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan perlindungan hak korban
pemerkosaan dalam sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Sleman
adalah dalam pembuktian atau saksi. Untuk pemerkosaan, harus ada unsur
pendukungnya, jadi lemah sekali unsur pembuktiannya dan biasanya
korban dan pelaku seringnya selalu menutup diri. Tidak adanya saksi juga
akan menghambat proses penyidikan di Kepolisian, penuntutan di
Kejaksaan serta penjatuhan putusan di Pengadilan. Korban pemerkosaan
biasanya sudah dilupakan orang dari sistem peradilan pidana dikarenakan
sistem peradilan pidana lebih fokus pada pelaku pemerkosaan. Kurangnya
perhatian yang diberikan terhadap korban, akan melemahkan bekerjanya

sistem peradilan pidana.

B. Saran
1. Hendaknya pihak pengadilan dapat memberikan perlindungan hukum
terhadap korban tindak pidana pemerkosaan dengan lebih baik lagi, yaitu
dengan lebih memperhatikan nasib korban tindak pidana pemerkosaan
yang mungkin akan mengalami trauma dengan menyediakan psikiater dan
menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada pelaku tindak pidana
pemerkosaan. Pengadilan juga dapat melakukan koordinasi dengan
lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) sehingga pihak korban
dan keluarganya benar-benar merasa dilindungi dan merasa aman baik
pada proses peradilan pidananya maupun paska proses peradilan pidana

terhadap terdakwa.
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2. Hendaknya pihak pengadilan ikut aktif mengmpulkan bukti-bukti atau
saksi yang berhubungan dengan tindak pidana pemerkosaan, juga dengan
menyediakan psikiater agar korban atau pelaku tidak menutup diri

terhadap kasus yang dialaminya.
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